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WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

Menimbang

Mengingat

&.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa untuk mclaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pecrencanaan Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah, serta Tata Cara Pecrubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu  membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan
Rencana Strategis Perangkat Dacrah Tahun 2021-2026;

bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana di maksud
pada huruf a, perlu ditctapkan Pcraturan Walikota Makassar
tentang Rencana Strategis Pcrangkat Dacrah Kota Makassar
Tahun 2021-2026.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822)Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), scbagaimana teclah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor |1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Kcuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Kecuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Discasce (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perckonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Kecuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) scbagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kcbijakan Kcuangan Negara dan
Stabilitas Sistern Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Mcnghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistermn Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442 1);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah
dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049) scbagaimana teiah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kecrja {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Pcrubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubzhan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupatcen-Kabupaten  Gowa, Maros, Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pcmerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar
Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) scbagaimana telah diubah
terakhir dengan Pecraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan
Lembaran Negara Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 594 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833) scbagaimana telah diubah
tcrakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 tentang Rcncana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

. Peraturan Pcmerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);
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Pcraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lecmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemcrintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Pcraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
136);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pecmbangunan Jangka Mcnengah Nasional Tahun 2020-2024
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Pecraturan Mecenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) scbagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Percncanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Dacrah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Pcraturan Dacrah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Dacrah dan Rcencana Pembangunan Jangka Menengah
Dacrah, serta Tata Cara Pcrubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Dacrah, Rcncana Pembangunan Jangka
Mcnengah Dacrah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan dan Pclaksanaan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 459);

Pcraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pclayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kclurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);

Pcraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pcdoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pcndapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Dacrah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daecrah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan  Belanja
Dacrah, Dan Rancangan Pcraturan Kcpala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

Peraturan Dacrah Provinsi Sulawesi  Sclatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah
Provinsi Sulawesi Sclatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Dacrah
Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor 249);

Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Mcencngah Dacrah Provinsi Sulawcesi
Sclatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Sclatan Nomor 301) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi
Sclatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Dacrah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Sclatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawcesi Sclatan Nomor 314);

Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) scbagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Dacrah Kota Makassar
Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Dacrah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Dacrah (RPJPD) Kota Makassar
Tahun 2005-2025 {(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
2017 Nomor 3);



36. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun
2015-2034 (Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2015,
Nomor 4);

37. Pcraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Pcrangkat Daerah Kota Makassar
(Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

38. Peraturan Dacrah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah Tahun
2021-2026 (Lembaran Dacrah Kota Makassar Tahun 2021

Nomor 5).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.
BAB I ,
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

. Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan

1.
2.
3.

4.

10.

11.

12.

Dagrah adalah Kota Makassar.
Walikota adalah Walikota Makassar.
Kepala Badan Percncanaan Pembangunan Dacrah yang sclanjutnya disebut
Kcpala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Makassar.
Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian
Negara dan Pcnyclenggara Pemerintahan Dacrah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menycjahterakan masyarakat.
Perangkat Dacrah adalah unsur pcembantu Walikota dan DPRD dalam
penyclenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,
Perencanaan adalah prosecs untuk mencntukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumbcerdaya yang ada
Perencanaan Pecmbangunan Dacrah adalah suatu proscs penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pcmanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yang ada, dalam rangka meningkatkan kescjahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah /dacrah dalam jangka wakiu tertentu.
Pembangunan Dacrah adalah usaha yang sistematis untuk memanfaatkan
sumber daya yang dimiliki dacrah untuk peningkatan dan pemecrataan
pendapatan  masyarakal, kescmpatan  kerja, lampangan  berusaha,
meningkatkan akscs dan kualitas pelayanan publik dan daya saing dacrah
sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah yang sclanjutnya disingkat
RPJMD adalah rcncana pcmbangunan dacrah yang merupakan dokumen
percncanaan pembangunan Daerah untuk periode § (lima) tahun yakni tahun
2021 sampai dengan tahun 2026.
Rencana Strategis Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disebut Renstra
Perangkat Dacrah adalah dokumen pcrencanaan Perangkat Daerah untuk
periode rencana S (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
Rencana Kerja Pemerintah Dacrah yang sclanjutnya disingkat RKPD adalah
rencana pcmbangunan tahunan Dacrah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Dacrah yang sclanjutnya disebut Renja Perangkat
Daecrah adalah rencana pembangunan tahunan Pcerangkat Daerah yang
mecrupakan dokumcn perencanaan Perangkat Dacrah untuk pericde 1 (satu)
tahun.
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. 19.

(2)

(1)

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daecrah karena dampaknya
yang signifikan bagi Dacrah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan
penyeclenggaraan Pemerintahan Dacrah dimasa yang akan datang.

Strategi adalah langkah berisikan program-program scbagai prioritas
pembangunan Dacrah/Pcrangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Dacrah untuk
mencapal tujuan.

Program adalah pcnjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu
atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih
unit kerja pada Perangkat Daerah scbagal bagian dari pencapaian sasaran
secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sckumpulan tindakan
pengerahan sumbcerdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk
peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis
sumberdaya, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang atau jasa.

Kinerja adalah capaian kcluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/
sasaran schubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan
Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian
keluaran, hasil, dan dampak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Pcraturan Walikota ini scbagai pedoman untuk menyusun Renja

Perangkal Dacrah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan

RKPD Kota Makassar.

Peraturan Walikota ini bertujuan :

a. untuk menjamin kesesuaian antara program, keglatan, sub kegiatan,
lokasi kegiatan, kclompok sasaran scrta prakiraan maju yang disusun
rancangan awal renja perangkat dacrah,

b. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan
akuntabel;

¢. untuk menciptakan mckanisme perencanaan, pengendalian dan cvaluasi
pelaksanaan pecmbangunan yang efektif dan cfisicn.

BAB Il
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3
Renstra Perangkat Daerah terdir atas :
a. Dinas Pendidikan;
Dinas Keschatan;
Dinas Peckerjaan Umum;
Dinas Pemadam Kebakaran,
Dinas Perpustakaan;
Dinas Kcarsipan,;
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
Dinas Kebudayaan;
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Dinas Ketahanan Pangan;
Dinas Pariwisats;
Dinas Sosial;
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Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mencngah;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Penataan Ruang;

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Pemuda dan Qlahraga;

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Dinas Ketenagakerjaan;

Dinas Pcrikanan dan Pertanian;

Dinas Perdagangan;

Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Pertanahan;

Badan Pengelolaan Keuangan dan Asct Dacrah;

Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah;

Badan Pecnelitian dan Pengembangan Dagrah;

Badan Pendapatan Dacrah;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Badan Penanggulangan Bencana Dacrah;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Inspektorat Dacrah;

Sckretariat DPRD;

Sckretariat Dacrah;

Kecamatan Makassar;

Kecamatan Tamalate;

. Kecamatan Manggala;

Kecamatan Rappocini;
Kecamatan Mariso;
Kecamatan Biringkanaya;
Keccamatan Ujung Tanah;
Kecamatan Ujung Pandang;
Kecamatan Wajo;
Kecamatan Tallo;

. Kecamatan Bontoala;

Kecamatan Tamalanrea;

Kecamatan Panakkukang;
Kecamatan Mamajang; dan
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah terdiri atas

BAB ] PENDAHULUAN;

BAB I GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN,;
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN

BAB VIII PENUTUP.

Isi beserta uraian Renstra Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tercantum dalam Lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.
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BAB 1V
PELAPORAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daecrah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan

tahunan atas pclaksanaan Renstra Perangkat Dacrah yang berisi uraian
tentang kcluaran kegiatan, rcalisasi anggaran dan indikator kinerja masing-
masing program, kegiatan dan sub kegiatan.

(2) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota

b.

melalul Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
berakhirnya triwulan yang berkenaan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Perubahan Renstra Perangkat Dacrah dapat dilakukan apabila :
a.

terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Dacrah Tahun 2021-2026;

hasil pengendalian dan cvaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak
sesual dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan
dacrah sebagaimana diatur dalam pecraturan perundang-undangan;

. hasil pengendalian dan  evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang

dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana

alam, goncangan politik, krisis ckonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemckaran Dacrah, atau pcrubahan kebijakan nasional; dan/atau;

. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan

nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 28 September 2021

WALIKOTA MAKASSAR,

Fhnt.

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 September 2021

SEKRETARIS QAERAH KOTA MAKASSAR,

/
M ANSAR
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